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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.50/MENHUT-II/2011

TENTANG

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan
Kehutanan, kriteria dan standar pengukuhan kawasan
hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

b bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah
menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan produksi, hutan
lindung, kawasan pelestarian alam, kawasan suaka alam
dan taman buru;

c. bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-
II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan
Kawasan Hutan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan
pengaturan pengukuhan kawasan hutan sehingga perlu
diganti;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4412);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
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6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5214);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5097);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
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15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I;

16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-
II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 376);

18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan
Produksi yang dapat Dikonversi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 377) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2011 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 319);

19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-
II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
378);

20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 405);

21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-
II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 551);

22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-
II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
191);

23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-
II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :
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Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam
lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

3. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan
batas, dan penetapan kawasan hutan.

4. Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal
tertentu baik secara partial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan
Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu,
luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk
peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai
dasar untuk pelaksanaan tata batas kawasan hutan.

5. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta
trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil
pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian
hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata
batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan
pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan
penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas.

6. Penetapan kawasan hutan adalah penetapan kawasan hutan hasil kegiatan
tata batas kawasan hutan yang memuat letak, batas, luas, fungsi tertentu dan
titik-titik koordinat batas kawasan hutan yang dituangkan dalam bentuk peta
kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 100.000.

7. Pemetaan kawasan hutan adalah kegiatan pemetaan hasil pengukuhan
kawasan hutan sesuai dengan tahapannya.

8. Peta proyeksi batas kawasan hutan adalah peta yang disusun melalui
kegiatan ploting batas kawasan dari peta penunjukan kawasan hutan ke
dalam peta dasar dengan skala lebih besar.
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